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Abstrak
 

___________________________________________________________________ 
Kota Semarang menduduki peringkat ke dua penyumbang bencana di Jawa Tengah. Banjir di Kota 

Semarang terjadi diakibatkan penurunan ketinggian tanah sebesar 7,7cm/4 tahun, tingginya air 

pasang, naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global, sistem drainase yang kurang baik serta 

masyarakatnya yang masih tidak menjaga lingkungan, hal tersebut yang menyebabkan kenaikan 

angka kejadian bencana banjir dari 14,7% pada tahun 2019 menjadi 16,3% pada tahun 2020. 

Penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif dengan cara observasi, studi pendahuluan dan 

wawancara pada bulan Juni sampai Oktober 2021 bertujuan untuk dapat memberikan gambaran 

mitigasi bencana banjir di Kota Semarang dengan dasar Permendagri No. 33 Tahun 2006, mitigasi 

bencana banjir akan digambarkan melalui 19 indikator. Sampel penelitian ini diambil dengan 

menggunakan dasar kerja sama antara BNPB dengan Kementerian. Hasil penelitian ini 

menunjukkan Kota Semarang dinilai kurang menerapkan pedoman Permendagri No. 33 Tahun 

2006 karena Kota Semarang hanya berhasil menerapkan 52,6% atau 10 indikator dan belum 

menerapkan 47,4% atau 9 indikator mitigasi bencana dari 19 indikator mitigasi bencana yang 

terdapat dalam Permendagri No. 33 Tahun 2006. 

 

Abstract 
___________________________________________________________________ 
Semarang City is ranked as the second largest contributor to disasters in Central Java and the sixth highest 

number of flood disasters. One of the causes of flooding in Semarang City is a decrease in the height of the ground 

by 7.7 cm / 4 years. Semarang City is prone to flooding due to high tides, rising sea levels due to global warming, 

poor drainage system and people who still do not take care of the environment. Land subsidence and people who 

do not take care of the environment are some of the things that have caused an increase in the number of flood 

disasters from 14.7% in 2019 to 16.3% in 2020. Research with descriptive quantitative methods in June to 

October 2021 aims to provide description of flood disaster mitigation in Semarang City on the basis of 

Permendagri No. 33 Year 2006, flood disaster mitigation will be described through 19 indicators. Semarang City 

is considered less able to implement Permendagri No. 33 Year 2006 was good because Semarang City Goverment 

only succeeded in implementing 52.6% or 10 indicators and had not implemented 47.4% or 9 disaster mitigation 

indicators from the 19 disaster mitigation indicators contained in Permendagri No. 33 Year 2006. 
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PENDAHULUAN  

 

Bencana adalah peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang dapat mengancam 

atau mengganggu kehidupan yang bisa 

disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun 

karena manusia. Akibatnya terdapat korban 

jiwa, korban harta benda, kerusakan lingkungan 

dan psikologis (Anies, 2017). Sedangkan banjir 

adalah bencana genangan air yang merendam 

wilayah dataran rendah yang tidak seharusnya 

diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan tidak 

diimbangi dengan sistem drainase yang baik 

(Khambali, 2017). Kota Semarang adalah kota 

dengan rangking dua tertinggi penyumbang 

bencana di Jawa Tengah dan menempati 

rangking enam penyumbang bencana banjir. 

Data BNPB menyatakan, jumlah kejadian banjir 

di Kota Semarang pada tahun 2018 22,5%, tahun 

2019 14,7% dan meningkat di tahun 2020 16,3%. 

Banjir di Kota Semarang terjadi salah satunya 

diakibatkan penurunan ketinggian tanah sebesar 

7,7cm/4tahun (Kasfari 2018). Selain itu, Kota 

Semarang rentan terjadi bencana banjir karena 

tingginya air pasang, meningkatnya ketinggian 

air laut akibat pemanasan global, sistem drainase 

yang kurang baik serta masyarakatnya yang 

masih tidak menjaga lingkungan (Mahardika, 

2018). 

Menurut Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah, Kota Semarang mengalami peningkatan 

jumlah wilayah yang berisiko bencana banjir 

karena pertumbuhan dan perluasan wilayah 

pemukiman dan industri. Data pemetaan dari 

BPBD menunjukkan Kota Semarang terbagi 

menjadi tiga kategori sebagai berikut, seluas 

221,98 km² atau 59% berisiko rendah,  54,0713 

km2 atau 14% berisiko sedang, sedangkan 101.65 

km2 atau 27% berisiko tinggi. Penyusunan kajian 

risiko bencana dilaksanakan dengan 

memperhitungkan indeks ancaman, indeks 

penduduk terpapar, indeks kerugian, dan indeks 

kapasitas. Pengkhususan indeks kapasitas 

dibedakan berdasarkan wilayah administrasi 

kajian dikarenakan berfokus kepada institusi 

pemerintah di kawasan kajian. 

Permendagri No. 33 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Umum Mitigasi Bencana yang 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem 

mitigasi bencana di Negara Indonesia. Pedoman 

ini memiliki tiga aspek yaitu kebijakan, strategi, 

dan manajemen dengan 19 indikator meliputi 

kebijakan, pemetaan, pemantauan, penyebaran 

informasi, sosialisasi dan penyuluhan, 

pelatihan/pendidikan, peringatan dini, 

penguatan institusi penanganan bencana, 

peningkatan kemampuan tanggap darurat, 

peningkatan kepedulian dan kesiapan 

masyarakat, peningkatan keamanan 

infrastruktur dan utilitas, peningkatan keamanan 

strategis dan penting, peningkatan keamanan 

perumahan dan fasilitas umum, peningkatan 

keamanan bangunan dan kawasan industri, 

peningkatan keamanan bangunan dan anak 

sekolah, peningkatan keamanan dalam 

menghadapi bencana di konstruksi, peningkatan 

pengetahuan para ahli, memiliki prosedur kajian 

risiko bencana, dan peningkatan kemampuan 

pemulihan masyarakat. 

Mitigasi bencana banjir yang diterapkan di 

Kota Semarang masih memiliki kekurangan 

yaitu pola pikir masyarakat belum sejalan 

dengan sistem mitigasi bencana yang berlaku 

seperti masih merusak lingkungan dengan 

sampah dan menyumbat sistem drainase, 

penyebaran dan penggunaan logistik, kurangnya 

aparatur, dan data yang kurang lengkap dan tepat 

dari lapangan, serta pendanaan yang masih 

belum mencukupi (Putra, 2018). Kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang mitigasi 

bencana dapat menjadi salah satu alasan 

mengapa masyarakat masih bertolak belakang 

dengan mitigasi bencana yang dilakukan 

pemerintah, peningkatan pengetahuan terkait 

mitigasi bencana dapat meningkatkan 

keberhasilan mitigasi bencana (Beatrix, 2020). 

Permendagri No. 33 Tahun 2006 adalah 

pedoman yang menjadi dasar mitigasi bencana 

yang wajib diterapkan pada setiap daerah di 

Indonesia. Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti pada tanggal 19 Januari 2021 

mengungkapkan bahwa penerapan pedoman 

Permendagri No. 33 Tahun 2006 oleh 

pemerintah Kota Semarang masih memiliki 

hambatan dan kekurangan. Indikator yang 

dimaksud adalah penyuluhan dan sosialisasi 
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serta indikator pelatihan atau pendidikan yang 

masih belum dapat menyentuh semua wilayah 

berisiko banjir, masyarakat perlu diberdayakan 

dalam penanggulangan bencana untuk 

meningkatkan kemampuan dan kesiapan 

menghadapi banjir, serta meningkatkan reaksi 

dari masyarakat dan relawan di lokasi berisiko 

bencana banjir (Sarwidi, 2018). Indikator sistem 

peringatan dini yang masih belum terhubung 

dengan baik dan belum ada pada semua lokasi 

berisiko banjir. Sistem peringatan dini perlu 

terhubung secara langsung agar dapat 

meningkatkan kecepatan reaksi dari tim 

penanggulangan bencana (Usmanto, 2018). 

Melihat dari hasil studi pendahuluan yang telah 

dilakukan maka peneliti bertujuan untuk 

mengkaji dan memberi gambaran tentang 

penerapan mitigasi bencana banjir di Kota 

Semarang berdasarkan Permendagri No. 33 

Tahun 2006. 

 

METODE 

 

Penelitian deskriptif menggunakan 

metode kuantitatif dilakukan pada pemerintah 

Kota Semarang pada bulan Juni-Oktober 2021. 

Variabel bebas penelitian antara lain aspek 

kebijakan dan strategi (7 indikator), aspek 

manajemen (6 indikator), aspek pedoman 

keamanan bencana banjir (6 indikator) dan 

variabel terikat yaitu penerapan mitigasi bencana 

banjir di Kota Semarang. Teknik purposive 

sampling dengan kriteria inklusi yaitu instansi 

yang berperan dalam mitigasi bencana di Kota 

Semarang dilihat dari MoU yang dilakukan oleh 

BNPB dengan kementerian terkait dengan 

mitigasi bencana. Teknik pengumpulan data 

wawancara kepada BPBD, Dinas Kesehatan, 

Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, 

dan Dinas Tata Ruang dan studi dokumen 

mitigasi bencana. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis univariat untuk 

menggambarkan mitigasi bencana banjir di Kota 

Semarang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Indikator kebijakan dalam Permendagri  

No. 33 Tahun 2006 bertujuan menjadi pedoman 

umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap 

dalam melakukan tugas pada unit atau bidang 

tugas masing-masing. Kebijakan juga menjadi 

dasar koordinasi antar unit dan bidang untuk 

bekerja sama agar mengurangi korban jiwa dan 

kerusakan. Kebijakan publik di Kota Semarang 

yang berkaitan dengan mitigasi bencana banjir 

adalah kebijakan tentang pemetaan daerah 

berisiko bencana banjir, pelatihan atau 

pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi, 

peringatan dini, rehabilitasi. Kebijakan publik 

sangat berpengaruh terhadap penanggulangan 

bencana, karena apabila terdapat suatu bencana 

maka kebijakan publik akan sangat berpengaruh 

pada strategi yang akan diambil oleh pemerintah, 

baik sebelum hingga setelah bencana terjadi 

(Faturahman, 2018). Kebijakan menunjukkan 

seberapa kuat upaya nyata mitigasi bencana serta 

berpengaruh sebagai landasan, panduan dan 

arahan pelaksanaan dalam upaya pengurangan 

risiko bencana (Dewi, 2019). Dalam 

menjalankan kebijakan tersebut Kota Semarang 

telah melakukan koordinasi antar instansi yang 

bergerak dalam tim mitigasi bencana banjir. 

Melakukan koordinasi dan menumbuhkan 

kesadaran berbagai pihak sehingga bergerak 

menuju arah yang sama akan meningkatkan 

efektivitas tercapainya tujuan kebijakan mitigasi 

bencana banjir (Atkinson, 2020). Namun, 

pemerintah tidak memiliki kebijakan terkait 

dengan pemantauan daerah rawan dan 

penyebaran informasi bencana, tanpa kebijakan 

publik akan sulit untuk dapat melaksanakan 

strategi mitigasi bencana yang sesuai dengan 

Permendagri No. 33 Tahun 2006. Kebijakan 

publik memberikan pedoman dan arahan untuk 

dapat dilaksanakan oleh setiap unit dan bidang 

pemerintahan, tanpa adanya kebijakan publik 

maka berpengaruh pada pelaksanaan yang tidak 

berstandar atau tidak dilaksanakan 

(Muhammad, 2020). Hal ini memenuhi 

indikator kebijakan dalam Permendagri No. 33 

Tahun 2006. 

Indikator pemetaan dalam Permendagri 

No. 33 Tahun 2006 bertujuan untuk menjadi 

data pendukung dalam pembuatan strategi dan 

pengambilan keputusan terutama untuk 
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antisipasi kejadian bencana banjir. Pemetaan 

dalam Permendagri harus dapat 

menggambarkan seluruh wilayah, 

disosialisasikan dengan baik dan memakai peta 

dasar yang sama sehingga dapat terintegrasi pada 

sistem kota. Kota Semarang memiliki dua 

pemetaan berbeda, pertama pemetaan yang 

dilaksanakan BPBD menghasilkan pemetaan 

ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko 

bencana banjir. Namun, data sekunder yang 

digunakan untuk pembuatan peta risiko banjir 

tidak terkini dan kurang lengkap sehingga data 

yang disajikan mungkin berbeda dengan keadaan 

saat ini. Data pemetaan yang tidak lengkap, 

terbarukan dan tidak teliti dapat mengakibatkan 

hasil pemetaan tidak akurat dan tidak dapat 

dijadikan landasan (Triady, 2019). Pemetaan 

berikutnya dilakukan oleh DISTARU yang 

menghasilkan pemetaan ancaman dan 

kerentanan banjir. Pemerintah Kota Semarang 

tidak melakukan integrasi dengan kedua 

pemetaan tersebut mengakibatkan kedua 

pemetaan bisa saja bertolak belakang dan 

mengakibatkan strategi yang dibuat tidak tepat. 

Alur menyusun sistem mitigasi bencana yang 

baik dimulai dari pengambilan data dan diakhiri 

dengan evaluasi, maka tanpa data yang tepat 

keputusan atau strategi yang akan dibuat tidak 

akan terlaksana dengan baik (Riadi, 2021). Hal 

ini tidak memenuhi Indikator pemetaan dalam 

Permendagri No. 33 Tahun 2006. 

Indikator pemantauan menurut 

Permendagri No. 33 Tahun 2006 bertujuan 

mengetahui tingkatan kerawanan secara dini 

pada daerah vital dan strategis agar dapat 

melakukan antisipasi sehingga saat bencana 

banjir terjadi siap dalam melakukan 

penyelamatan. Pemerintah Kota Semarang tidak 

memiliki jadwal untuk melakukan pemantauan 

daerah berisiko banjir. Pemantauan dilakukan 

dengan survei langsung ke daerah berisiko banjir 

dengan melihat sistem peringatan dini serta 

melihat infrastruktur tanggul sungai. Namun, 

pemantauan tidak memiliki prosedur dan jadwal 

pelaksanaan pemantauan serta tidak dilakukan 

pemantauan obyek vital dan strategis, utilitas dan 

fasilitas umum. Memantau potensi bencana yang 

terjadi adalah salah satu cara efektif mitigasi 

bencana untuk mengurangi dampak ketika 

bencana terjadi (Aji, 2018). Mitigasi bencana 

yang baik perlu pemantauan menyeluruh dan 

rutin untuk memberikan data penting terkait 

keadaan terkini dari lokasi berisiko bencana, 

yang berfungsi meningkatkan mitigasi bencana 

banjir (Adeel, 2019). Hal ini tidak memenuhi 

indikator pemantauan dalam Permendagri No. 

33 Tahun 2006. 

Indikator penyebaran informasi, indikator 

sosialisasi dan penyuluhan, indikator pelatihan 

atau pendidikan menurut Permendagri No. 33 

Tahun 2006 bertujuan meningkatkan 

kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat 

untuk menghadapi bencana banjir. 

Meningkatkan kemampuan menjaga lingkungan 

yang berisiko bencana banjir dan dapat 

mencegah terjadinya bencana banjir, serta cara 

penyelamatan diri yang terbaik berdasarkan 

wilayah perlu dipahami masyarakat. Kota 

Semarang memberikan informasi terkait 

mencegah, penyelamatan diri dan pasca bencana 

banjir melalui situs resmi BPBD. Masyarakat 

akan termotivasi dan percaya kepada informasi 

yang diberikan langsung dari pemerintah 

setempat baik melalui media sosial atau media 

cetak (Akifah, 2021). Kepercayaan masyarakat 

dalam memahami informasi lebih tinggi ketika 

informasi disebarkan oleh tokoh lokal, petinggi 

atau ketua suku dari wilayah tersebut (Zikhali, 

2018). Kota Semarang bekerja sama dengan 

organisasi seperti PKK dan Karang Taruna serta 

instansi seperti sekolah di wilayah berisiko 

bencana banjir untuk memberikan sosialisasi dan 

pelatihan. Pemberdayaan masyarakat dalam 

rangka penanggulangan bencana meningkatkan 

potensi lingkungan dan mendorong masyarakat 

untuk melindungi lingkungan agar terhindar dari 

bencana banjir (Sarwidi, 2018). Kegiatan 

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat 

meningkatkan pengetahuan yang memicu 

peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana 

(Saanun, 2017). Penyuluhan juga memberikan 

pengalaman dari relawan atau tim tanggap 

darurat selama menghadapi bencana yang 

diinformasikan kepada masyarakat dalam 

penyuluhan dan sosialisasi meningkatkan 
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antusiasme masyarakat karena sesuai dengan 

keadaan dan lingkungan mereka. Menceritakan 

pengalaman dari masa lalu relawan saat 

menanggulangi bencana meningkatkan 

keberhasilan sosialisasi, pengalaman dari masa 

lalu membuat masyarakat tertarik memahami 

kondisi lingkungan mereka karena cerita tersebut 

terhubung dan sesuai keadaan lingkungan 

mereka (Wylie, 2019). Namun, Kota Semarang 

tidak memiliki jadwal diadakan sosialisasi dan 

pelatihan, program ini berjalan apabila terdapat 

pengajuan dari masyarakat atau ada program 

dari pemerintah pada daerah berisiko bencana 

banjir. Penyuluhan yang dilakukan secara rutin 

efektif meningkatkan keberhasilan penyuluhan 

dan sosialisasi (Kartini, 2018). Hal ini memenuhi 

indikator penyebaran informasi, indikator 

sosialisasi dan penyuluhan dan indikator 

pelatihan dan pendidikan dalam Permendagri 

No. 33 Tahun 2006. 

Indikator peringatan dini menurut 

Permendagri No. 33 Tahun 2006 berfokus untuk 

memberikan peringatan awal sebelum terjadi 

bencana, sistem peringatan dini perlu 

disosialisasikan kepada masyarakat agar 

memahami arti dari peringatan yang diberikan. 

Sistem peringatan dini diharapkan mengurangi 

dampak dari bencana dengan membuat 

masyarakat siap sebelum bencana terjadi. Kota 

Semarang melalui DPU dan BPBD membangun 

sistem peringatan dini banjir yang dilengkapi 

dengan sensor ketinggian air sungai, sensor curah 

air hujan, kamera, dan pengeras suara. Terdapat 

lima alat peringatan dini yang terpasang, dari 

lima alat tersebut terdapat satu yang dilengkapi 

sensor curah hujan, serta terdapat satu alat belum 

berfungsi. Sensor akan memberikan data lalu 

dianalisis oleh sistem peringatan dini dan 

memberikan peringatan pada masyarakat serta 

tim penanggulangan bencana. Berbagai macam 

sensor yang terpasang memudahkan sistem 

peringatan dini menentukan seberapa parah 

bencana yang akan terjadi dan memberikan 

arahan yang tepat pada masyarakat  sistem 

peringatan dini dengan sensor lengkap dapat 

memberikan informasi terkait bencana yang 

akan terjadi dengan lebih akurat (Coll, 2018). 

Setelah memasang alat peringatan dini pada 

wilayah berisiko bencana dilakukan sosialisasi 

fungsi dan cara menjaga alat peringatan dini 

kepada masyarakat untuk meningkatkan 

keberhasilan pemasangan alat peringatan dini. 

Sistem peringatan dini lebih efektif apabila 

masyarakat yang paham fungsi sistem peringatan 

dini pada lingkungan mereka, masyarakat dan 

tim tanggap darurat terbukti lebih cepat bereaksi 

menghadapi bencana dibanding sedikit yang 

paham fungsi sistem peringatan dini (Wuri, 

2018). Sistem peringatan dini telah terkoneksi 

melalui internet untuk mempercepat reaksi tim 

penanggulangan bencana, data yang diterima 

BPBD akan dianalisis oleh sistem dan dipantau 

oleh tim tanggap darurat. Sistem peringatan dini 

bencana bekerja lebih cepat dengan memberikan 

koneksi internet pada alat peringatan dini 

sehingga terhubung langsung dengan sistem 

pusat peringatan dini dan tim tanggap darurat 

untuk menyebarkan informasi lebih cepat kepada 

masyarakat dengan media berbasis elektronik 

(Usmanto, 2018). Hal ini memenuhi indikator 

peringatan dini dalam Permendagri No. 33 

Tahun 2006. 

Indikator peningkatan ahli menurut 

Permendagri No. 33 Tahun 2006 berfokus untuk 

memberi dukungan aparatur untuk 

mengembangkan penelitian penanggulangan 

bencana banjir dan penerapannya sehingga 

memberikan kontribusi gagasan atau saran 

peningkatan penanggulangan bencana banjir. 

Kota Semarang memiliki program bantuan bagi 

aparatur dan staf berupa subsidi biaya atau penuh 

pendidikan formal maupun pelatihan yang 

menunjang profesi dan meningkatkan 

pengetahuan terkait mitigasi bencana. 

Mempelajari pengetahuan baru akan membantu 

peningkatan penerapan mitigasi bencana banjir 

dengan sistem terbarukan yang diterapkan akan 

membuat mitigasi bencana semakin efektif. 

Pembaruan sistem mitigasi melalui penerapan 

kecerdasan buatan atau artificial intelegent terbukti 

meningkatkan mitigasi bencana lebih efektif dari 

sistem mitigasi tanpa menggunakan kecerdasan 

buatan (Riza, 2020). Selain mempelajari sistem 

terbaru, aparatur perlu mempelajari pendekatan 

optimal ke masyarakat target mitigasi bencana 

sehingga masyarakat dapat lebih mudah 
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menerima sistem mitigasi yang diberikan ke 

wilayah mereka. Pendekatan agama yang 

diterapkan dalam menjelaskan sistem mitigasi 

bencana pada masyarakat adalah salah satu cara 

efektif meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan mitigasi bencana masyarakat 

dibandingkan pendekatan berbasis materi dasar 

mitigasi yang langsung diberikan (Hidayati, 

2018). Hal ini memenuhi Indikator peningkatan 

pengetahuan ahli dalam Permendagri No. 33 

Tahun 2006. 

Indikator penguatan institusi dan 

indikator kemampuan tanggap darurat menurut 

Permendagri No. 33 Tahun 2006 bertujuan 

untuk meningkatkan sistem tanggap darurat 

instansi, membagi tugas dan tanggung jawab 

instansi pemerintahan, memperbarui peralatan 

dan inventaris, meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia, dan mengembangkan 

sistem informasi instansi untuk dapat 

mengoptimalkan kesiapsiagaan instansi dalam 

menghadapi bencana. Kota Semarang memiliki 

sistem penanggulangan bencana antar instansi 

dalam rangka membagi tanggung jawab, 

mengumpulkan informasi kekuatan instansi 

seperti sumber daya manusia dan peralatan, serta 

penyebaran informasi bencana. Koordinasi dan 

komunikasi antar instansi penanggulangan 

bencana memberi dampak positif pada mitigasi 

bencana. Pembentukan tim yang berisikan 

instansi pemerintah dan bergerak bersama dapat 

meningkatkan efektivitas keberhasilan sebuah 

program (Murni, 2019). Kota Semarang 

menyusun rencana penanggulangan bencana 

yang disebut RENKON (Rencana Kontijensi) 

sebelum terjadi bencana dan digunakan sebagai 

pedoman saat bencana terjadi. Instansi yang 

tergabung menyusun RENKON dengan 

memberikan informasi perlengkapan dan 

kesiapan penanggulangan bencana masing-

masing, lalu disusun dengan membagi tanggung 

jawab kepada instansi untuk menghadapi 

bencana banjir. Rencana penanggulangan 

bencana yang dibentuk dengan koordinasi dari 

setiap instansi pemerintah lebih efektif karena 

setiap instansi memberikan informasi dan 

masukan sesuai dengan kelebihan dan 

kekurangan masing-masing sehingga 

menghasilkan pedoman penanggulangan 

bencana yang disetujui dan dapat dilaksanakan 

oleh tiap instansi dengan optimal (Albris, 2020). 

Tim tanggap darurat juga diberi pelatihan search 

and rescue dan pelatihan penanggulangan 

bencana lain untuk meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia dalam penyelamatan serta 

kecepatan reaksi menghadapi bencana banjir. 

Pelatihan yang diberikan pada tim tanggap 

darurat meningkatkan kemampuan tim tanggap 

darurat dan meningkatkan reaksi cepat saat 

bencana terjadi (Mulyan, 2019). Hal ini 

memenuhi indikator penguatan institusi dan 

indikator kemampuan tanggap darurat dalam 

Permendagri No. 33 Tahun 2006. 

Indikator kepedulian dan kesiapan 

masyarakat menurut Permendagri No. 33 Tahun 

2006 berfokus untuk meningkatkan kesiapan dari 

relawan tanggap darurat, organisasi 

kemasyarakatan, instansi swasta, dan instansi 

pendidikan. Peningkatan kepedulian dilakukan 

dengan memberdayakan organisasi 

kemasyarakatan, instansi pendidikan, dan 

instansi swasta sehingga menumbuhkan 

partisipasi dalam membantu penanggulangan 

bencana. Kota Semarang meningkatkan 

kepedulian dan kesiapan masyarakat kepada 

PKK, relawan bencana, Karang Taruna, serta 

sekolah dan perguruan tinggi dengan 

meningkatkan pengetahuan, kesiapan dan 

pelatihan menghadapi bencana banjir. Program 

yang dilakukan melalui pemberdayaan 

masyarakat lebih efektif dalam menjaga 

kelanjutan dari program dari pada tidak dengan 

memberdayakan masyarakat saat pelaksanaan 

program (Alfiah, 2017). Pengetahuan yang 

diberikan seperti menjaga lingkungan dan 

menjaga alat mitigasi bencana wilayah mereka 

seperti pompa air banjir, sistem peringatan dini, 

dan peralatan darurat individu, sedangkan 

pelatihan terkait dengan pengungsian ke tempat 

aman, pencarian dan penyelamatan, serta 

pertolongan pertama korban. Pelatihan rutin 

kepada relawan meningkatkan kemampuan 

relawan dalam pendistribusian logistik yang 

sistematis dan merawat peralatan darurat dengan 

baik (Agus, 2019). Pelatihan dapat membuat 

peserta saling memahami satu sama lain dan 
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meningkatkan keakraban, hal tersebut dapat 

meningkatkan koordinasi dan mempermudah 

pembagian tugas dan tanggung jawab saat terjadi 

bencana (Purwaningtyas, 2020). Dalam bidang 

pendidikan, pemerintah meningkatkan 

kepedulian dan kesiapan menghadapi bencana 

sejak dini kepada sekolah dan kampus dengan 

penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang 

mitigasi bencana serta sekolah aman bencana. 

Penyuluhan, pelatihan dan simulasi di sekolah 

terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan warga sekolah dalam menghadapi 

bencana (Wahyuningsih, 2020). Hal ini 

memenuhi Indikator peningkatan kepedulian 

dan kesiapan masyarakat dalam Permendagri 

No. 33 Tahun 2006. 

Indikator integrasi tata ruang daerah 

menurut Permendagri No. 33 Tahun 2006 

berfokus untuk mengidentifikasi zona bencana 

banjir, melakukan kajian wilayah sebelum 

pembangunan, memberikan rekomendasi teknis 

dan penanganan khusus wilayah berisiko 

bencana banjir apabila bencana terjadi, serta 

melakukan studi banding mitigasi bencana 

daerah berisiko bencana, dan memberikan data 

untuk pengembangan sarana dan prasarana 

penanggulangan bencana. Rencana tata ruang 

Kota Semarang dibentuk setiap lima tahun sekali 

menggunakan data dasar peta kerawanan 

bencana yang disusun Dinas Tata Ruang dan 

dirancang oleh seluruh instansi. Seluruh instansi 

memberikan masukan dan ide untuk 

mengembangkan mitigasi bencana banjir melalui 

sistem tata ruang yang baik. Perencanaan kota 

dengan sistem pemanfaatan air hujan yang baik 

dapat menanggulangi banjir secara bertahap, 

pemanfaatan air hujan merupakan salah satu 

strategi pembangunan kota yang tahan banjir 

(Wu, 2020). Penataan ruang Kota Semarang 

sudah dilakukan berdasarkan beberapa 

klasifikasi daerah hijau, kuning, dan 

perdagangan, namun belum menerapkan ruang 

terbuka biru. Ruang terbuka biru menjadi tempat 

rekreasi dan hiburan untuk masyarakat dan 

efektif menampung air hujan berlebih sebelum 

menyebabkan banjir (Astuti, 2020). Rencana tata 

ruang Kota Semarang tidak dibuat bersama 

dengan BPBD dalam pembuatan pemetaan, 

dasar pemetaan yang dijadikan dasar bisa jadi 

bertentangan dengan pemetaan dari BPBD. 

Perencanaan tata ruang kota memerlukan data 

pemetaan bencana dan terintegrasi untuk 

menghindari kerusakan pada bangunan 

infrastruktur dan obyek vital, tanpa integrasi 

pemetaan maka data yang digunakan untuk 

merencanakan tata ruang, pembangunan kota 

bisa menimbulkan bahaya dikemudian hari (Ali, 

2021). Hal ini tidak memenuhi Indikator 

integrasi tata ruang daerah dalam Permendagri 

No. 33 Tahun 2006. 

Indikator peningkatan pemulihan 

masyarakat menurut Permendagri No. 33 Tahun 

2006 berfokus untuk pemulihan korban bencana, 

bangunan strategis, jaringan dan utilitas, 

perumahan dan fasilitas umum masyarakat. 

Merancang sistem pemulihan dengan 

manajemen pendanaan dan distribusi secara 

transparan. Pemulihan masyarakat dilakukan 

dengan pemulihan ekonomi, sosial, pendidikan, 

serta mental dan spiritual agar membantu 

masyarakat mengembalikan situasi menjadi 

normal kembali. Pemerintah Kota Semarang 

memiliki program rehabilitasi korban bencana 

dengan meningkatkan keterampilan dan 

memberi dukungan untuk memulihkan ekonomi 

korban bencana, pemulihan sosial, bangunan, 

infrastruktur, jaringan, utilitas serta relokasi 

apabila masyarakat tidak dapat kembali 

menduduki wilayah yang terdampak bencana. 

Rehabilitasi fisik seperti jalur dan jaringan yang 

dilakukan segera meningkatkan efektivitas 

pemulihan korban bencana (Rizana, 2021). Kota 

Semarang memiliki dasar ketentuan pengelolaan 

dalam menjalankan rehabilitasi untuk 

mempercepat rehabilitasi. Sistem pengelolaan 

dan kepemimpinan yang baik dalam 

pelaksanaan rehabilitasi meningkatkan 

keberhasilan program rehabilitasi (Yuniarti, 

2018). Pemulihan ekonomi dengan metode 

peningkatan keterampilan masyarakat dan 

pemberian modal untuk dapat memulai usaha 

adalah salah satu cara efektif mempercepat 

rehabilitasi korban bencana (Agustina, 2020). 

Hal ini memenuhi Indikator pemulihan 

masyarakat dalam Permendagri No. 33 Tahun 

2006. 
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil 

Indikator  
Hasil 
Analisis 

Keterangan 

Kebijakan  Memenuhi Berisikan strategi mitigasi bencana, pedoman dan standar 

Pemetaan  Belum 

Memenuhi 

Memiliki 2 pemetaan berbeda dan tidak terintegrasi 

Pemantauan  Belum 
Memenuhi 

Tidak melakukan pemantauan pada bangunan vital 
strategis, utilitas, dan fasilitas umum pada wilayah berisiko 

banjir 

Penyebaran 
Informasi 

 Memenuhi Menyebarkan informasi kebencanaan melalui media sosial 
dan laman web 

Sosialisasi dan 

Penyuluhan 

 Memenuhi Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat 

Pelatihan dan 
Pendidikan 

 Memenuhi Melakukan pelatihan dan pemberian pendidikan terkait 
mitigasi bencana banjir 

Peringatan Dini  Memenuhi Memiliki sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan 

tim tanggap darurat dan masyarakat 
Penguatan Institusi  Memenuhi Memiliki sistem tanggap darurat antar instansi dan 

melakukan pelatihan pada tim tanggap darurat instansi 

Kemampuan 

Tanggap Darurat 

 Memenuhi Melakukan pelatihan pada tim tanggap darurat, relawan, 

organisasi kemasyarakatan 
Kepedulian dan 

Kesiapan 

Masyarakat 

 Memenuhi Memberikan informasi dan pendidikan tanggap darurat 

pada organisasi kemasyarakatan, instansi swasta dan 

negeri, dan relawan 
Infrastruktur dan 

Utilitas 

 Belum 

Memenuhi 

Belum menerapkan pedoman bangunan tahan dan aman 

banjir, serta belum memiliki sistem audit 

Bangunan Strategis 

dan Penting 

 Belum 

Memenuhi 

Belum menerapkan pedoman bangunan tahan dan aman 

banjir, serta belum memiliki sistem audit 
Perumahan dan 

Fasilitas Umum 

 Belum 

Memenuhi 

Belum menerapkan pedoman bangunan tahan dan aman 

banjir, serta belum memiliki sistem audit 

Kawasan dan 
Bangunan Industri 

 Belum 
Memenuhi 

Belum menerapkan pedoman bangunan tahan dan aman 
banjir, serta belum memiliki sistem audit 

Bangunan dan Anak 

Sekolah 

 Belum 

Memenuhi 

Belum menerapkan pedoman bangunan tahan dan aman 

banjir, serta belum memiliki sistem audit 

Kaidah Bangunan 
Tahan Banjir 

 Belum 
Memenuhi 

Belum menerapkan pedoman bangunan tahan dan aman 
banjir, serta belum memiliki sistem audit 

Pengetahuan Ahli  Memenuhi Memberikan subsidi atau penuh untuk pelatihan dan 

pendidikan formal maupun informal 
Tata Ruang Daerah  Belum 

Memenuhi 

Menyusun rencana tata ruang daerah dengan dasar 

pemetaan yang tidak terintegrasi 

Rehabilitasi  Memenuhi Memiliki pedoman sistem rehabilitasi dengan standar dan 

terstruktur 

 

Peningkatan keamanan bangunan dari 

banjir Permendagri No. 33 Tahun 2006 memiliki 

6 indikator meliputi infrastruktur dan utilitas, 

bangunan strategis dan penting, daerah 

perumahan dan fasilitas umum, bangunan dan 

kawasan industri, bangunan sekolah, dan kaidah 

bangunan tahan banjir. Semua indikator 

berfokus untuk mengidentifikasi wilayah berisiko 

bencana banjir, meningkatkan mitigasi, 

kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat, 

menyediakan kaidah atau pedoman membangun 

bangunan tahan bencana banjir, dan melakukan 

audit keamanan terhadap bencana, sehingga 

masih dapat memberikan pelayanan terbaik dan 

tidak membahayakan masyarakat serta 

lingkungan saat bencana banjir terjadi. 

Pembangunan Kota Semarang dilakukan sesuai 

dengan rencana tata ruang yang telah disusun 

setiap lima tahun sekali. Kontraktor 

pembangunan memberikan rencana 

pembangunan yang akan diulas dan ditinjau 

terkait dengan keamanan pembangunan dan 

lingkungan sehingga memperoleh rekomendasi 

keamanan lingkungan dan ijin pembangunan, 
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Selama pembangunan pemerintah melakukan 

survei langsung untuk meninjau prosedur 

pembangunan sesuai dengan perencanaan 

hingga pembangunan selesai. Pelaksanaan 

identifikasi wilayah sebelum pembangunan 

infrastruktur mengamankan infrastruktur dari 

dampak bencana yang akan terjadi dengan 

memberikan langkah pencegahan bencana 

sebelum pembangunan infrastruktur dilakukan 

(Marsudi, 2017). Pemetaan daerah berisiko 

banjir efektif membuat pemerintah 

mempersiapkan sejumlah pengamanan 

pendukung untuk melindungi wilayah tersebut 

(Aminatun, 2017). Namun, Kota Semarang 

belum memiliki pedoman atau kaidah 

pembangunan tahan banjir sehingga kontraktor 

pembangunan tidak mendapat pedoman 

keamanan bangunan serta tidak terdapat audit 

berkala. Sistem audit keamanan gedung serta 

pendampingan pedoman teknis perlu disusun 

untuk membantu pengelola memahami status 

keamanan bangunan dan meningkatkan 

pengamanan dari bencana (Sakurai, 2018). Hal 

ini tidak memenuhi Indikator keamanan 

bangunan strategis dan penting, daerah 

perumahan dan fasilitas umum, kawasan dan 

bangunan industri, bangunan sekolah serta 

kaidah bangunan tahan banjir dalam 

Permendagri No. 33 Tahun 2006. 

 

PENUTUP 

 

Kota Semarang belum maksimal dalam 

menerapkan pedoman mitigasi bencana dalam 

Permendagri No. 33 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Umum Mitigasi Bencana. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan dari 19 indikator 

mitigasi bencana Kota Semarang berhasil 

menerapkan 52,6% atau 10 indikator, dan hasil 

tersebut termasuk dalam kriteria penilaian 

kurang dalam menerapkan mitigasi bencana 

berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2006. 

Indikator yang terpenuhi adalah indikator 

kebijakan, penyebaran informasi, sosialisasi dan 

penyuluhan, pelatihan dan pendidikan, 

peringatan dini, penguatan instansi, kemampuan 

tanggap darurat, kepedulian dan kesiapan 

masyarakat, peningkatan pengetahuan ahli, dan 

rehabilitasi. Sedangkan, indikator yang tidak 

terpenuhi adalah indikator pemetaan, 

pemantauan, keamanan bangunan infrastruktur 

dan utilitas, bangunan strategis dan penting, 

perumahan dan fasilitas umum, kawasan dan 

bangunan industri, bangunan dan anak sekolah, 

kaidah bangunan tahan banjir, dan tata ruang 

daerah. Saran bagi peneliti berikutnya yaitu (1) 

Menentukan lokasi penelitian dengan risiko 

bencana berbeda seperti tanah longsor atau angin 

puting beliung untuk diteliti. (2) Melakukan 

penelitian dengan observasi langsung ke 

lapangan pasca pandemi COVID-19. 
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